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PUTUSAN
Nomor 875 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual ( m

bersangkutan ;
i Surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Won Kasasi Il dahulu sebagai Penggugat telah
on Kasasi | juga sebagai Termohon Kasasi Il

gupat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada

yang~telah terdaftar dengan Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli
2

grryasuk dalam kelas 35 ;

09 untuk melindungi jenis jasa toko multi produk, dealer dan showroom yang

Dalam prakteknya, merek DJ-MUSIC digunakan oleh Penggugat sebagai
nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif

untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak

b lain untuk menggunakannya ;
e
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Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, Tergugat secara tanpa hak telah
menggunakan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ sebagai nama toko
yang menjual perlengkapan audio, yang mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek DJ-MUSIC daftar Nomor IDM000298746 milik Penggugat ;

Adapun persamaan pada pokoknya antara merek-merek Terguga

dengan merek Penggugat dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

Merek Penggugat :

.
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Segi Visualisasi :

- Perbandingan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek PRO

DJ MUSIK milik Tergugat ;
- Jika dibandingkan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek
PRO DJ MUSIK milik Tergugat dapat dilihat bahwa merek Ter

Demikian pula merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ digunakan oleh
\[ergugat sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;
erlebih lagi toko PRO DJ MUSIK dan toko PRO DJ yang dikelola oleh
Tergugat terletak di lokasi yang berdekatan dengan toko DJ-MUSIC yang
dikelola oleh Penggugat, yaitu sama-sama terletak di Komplek Ruko Glodok
Plaza, Jakarta Barat dan terletak pada satu deret ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan merek-merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat,

b merupakan tindakan pelanggaran merek DJ-MUSIC milik Penggugat. Hal ini
7
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dikarenakan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ yang digunakan oleh
Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek RI;

Bahwa praktek hukum di Indonesia juga melarang adanya pihak-pihak
yang melakukan pelanggaran terhadap merek milik pihak lain. Hal ini dapat Q
dilihat dari :
Yurisprudensi Perkara Nomor 04/Pdt.Merek/2004/PN.Niaga Medan yang

perdaya dan menyesatkan dalam

dagang makanan ringan (snack), karena

Wiernyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
“YALE-YALE” milik Penggugat, yang berpotensi mengakibatkan orang
\erNedaya dan tersesatkan.” ;

fisan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst
yang berbunyi :

“Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum pada
petitum butir 4 dan butir 5 dalam gugatannya, yaitu penghentian semua
perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Swallow sesuai bukti P-2,

dan mohon putusan serta merta, Pengadilan menilai bahwa tuntutan tersebut

<
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beralasan hukum karena Tergugat telah menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.” ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar hak kepemilikan merek
Penggugat, menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat, dan menyebabkan Q
Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yang diperkir
mencapai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;

Bahwa oleh karena itu terbukti Tergugat telah melakukan pejafggaran

a. gugatan ganti rugi, dan/atau ;
b. penghentian semua perbuatan y2 {h penggunaan merek
tersebut...” ;

besar yang dialami oleh

Y gdgangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut
S 2
Bahwa untuk menjamin ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh
grugat kepada Penggugat, serta mencegah Tergugat mengalihkan,
memindahkan hak atau mengasingkan harta miliknya, maka kami mohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas harta
milik Penggugat berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cengkareng Indah B/9, Rt.
b

005, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
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Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung

oleh alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon
agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij Q

voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini
kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai b
Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek\ PRO DJ

MUSIK dan merek PRO DJ sebagai nama toko yaQg
perlengkapan audio, sampai adanya putusan yang berkekuRts
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwand
1.000.000,00 (satu juta) per hari apabila Tergugat melangy
tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

-MUSIC milik Penggugat ;

gugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp

Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

enyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad),
eskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun
kasasi ;

. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

<
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, didalam gugatan a quo, pemberian Kuasa adalah CV.DJ MUSIC Q
berkedudukan di Ruko Glodok Plaza, Blok H Nomor 31 Jakarta
kepada Advokat Hendrawati Santoso,SH., & Rekan selak

Komanditer yang bukan badan hukum, sehingga tidaRk
sebagai subjek hukum/Penggugat ;

Bahwa, CV (Commanditaire Venoot scha

terhadap gugatan tersebut Tergugat telah

p g Merek PRO DJ MUSIK Agenda Nomor J002010.003730 tanggal 1
Pebruari 2010 sesuai dan berdasarkan Prosedur pendaftaran yang sah
perdasarkan Undang Undang Rl Nomor 15 tahun 2001, yang sampai saat ini

asih dalam Proses Pemeriksaan Substantif berdasarkan Permohonan
Keberatan atas Penolakan Pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 20 ayat (2)
Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001, tertanggal 22 Maret 2012 yang
dibuat oleh Kuasa Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini Penggugat

>

Rekonvensi belum menerima Keputusan final dari Direktorat Jenderal HaKI

Depkumham RI, apakah Permohonan Pendaftaran Merek tersebut diterima
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atau ditolak, sehingga hak Penggugat Rekonvensi atas Pendaftaran yang sah

tersebut harus dilindungi dan di jamin oleh undang-undang ;
Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah ternyata melakukan perbuatan melanggar Q

hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan melakukan Pengaduan

Matur dan tanpa dasar hukum melanggar hak
papan nama reklame milik Penggugat

2012, yang mempermalukan nama baik dan

Tergugat Rekonvensi dalam melakukan
. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah salah karena
empertimbangkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon
Pendaftaran Merek yang belum Final ditetapkan Permohonannya oleh
Direktorat Jenderal HaKIl, namun Tergugat Rekonvensi sudah berani
melakukan pebuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat
Rekonvensi (dimana Penggugat Rekonvensi dipaksa untuk melayani
gugatannya dan Pengaduannya) ;

Adanya hubungan kausalitas antara Kesalahan perbuatan hukum yang
dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang ditimbulkan

sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi ;
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3. Bahwa,Kerugian materiil yang di timbulkan akibat Perbuatan Tergugat

Disclaimer

Rekonvensi dapat dirincikan secara jelas sebagai berikut :

Biaya Pembuatan papan Reklame 2 Unit Merek PRO DJ MUSIK dan
PRO DJ

Pekerjaan Rangka Billboard

Pekerjaan Konstruksi rangka bidang reklame
Pekerjaan tiang perletakan

Pekerjaaan struktur perletakan reklame

Biaya Retribusi

Biaya Pajak Reklame th.2012, Merek PRO DJ

terhadap penurunan dan penyitaan yang dilakukan

tersebut rencananya juga akan dimintakan

#nsi di depan umum dan di hadapan relasi dan pelanggan/relasi
bisnis Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut
ganti rugi atas rasa malu dan penurunan martabat serta harga diri Penggugat
Rekonvensi atas diturunkannya Papan Reklame yang mewakili sebagai
simbol bisnis dari Penggugat Rekonvensi dengan kompensasi ganti
kerugian imateriil yaitu sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
dan Penggugat Rekonvensi meminta pemulihan nama baik Penggugat
Rekonvensi dengan permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonvensi melalui Media cetak berskala Nasional dan

Internasional yaitu Harian Kompas ;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya

memberikan putusan sebagai berikut :
Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemohon pendaftar

Nomor 15 Tahun 2001 ;
3. Menyatakan Permohonan Merek PRO DJ MUSIK

lah melakd¥an perbuatan melawan

hukum yang mengakihétks abagi Penggugat Rekonvensi untuk

untuk membayar kompensasi ganti

merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi

Tergugat Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf

Rgya melalui Media cetak Kompas sebesar 1/8 halaman ;

enghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar yang paksa
dwangsom) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari
eterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi,
terhitung setelah 8 (delapan hari) dari tanggal putusan ini dibacakan ;

. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara ini ;

Apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang
b seadil-adilnya (ex a eqou et bonno) ;
7
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Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 27/Merek/2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Konvensi : Q
A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;
B. Dalam Provisi : %
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara :

um Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh
gugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
¥/Agustus 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27
Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 32
K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti
oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

b Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2012 ;
b
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Menimbang pula, bahwa sesudah perkara ini diputus dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya
oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Q
September 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nom
K/HaKl1/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.PAt.

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

ang
diikuti
oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Keganteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2012

terdaftar dengan Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli 2009, sedangkan
berdasarkan pernyataan Pemohon Kasasi/Tergugat pada halaman 37 Putusan

Judex Facti, bahwa pada hakikatnya sertifikat merek adalah Pengakuan dan

ystem) dimana hak atas merek diberikan oleh Pemerintah kepada Pemohon

ang Mereknya didaftarkan tersebut dianggap sebagai pemakai Pertama Merek

ersebut, sampai dibuktikan sebaliknya (berdasarkan Yurisprudensi MARI

Nomor 677 K /Sip/1972) ;

Bahwa, pada halaman 36 Putusannya, Penggugat/Termohon Kasasi

menyatakan adalah pemilik dan pemakai pertama merek DJ MUSIC yang telah
>

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012
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jaminan dari Pemerintah atas kepemilikan merek dan Pemilik merek dianggap

sebagai Pemilik Pertama dari Merek yang telah didaftarkannya sejauh belum
ada pihak-pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan, Pemohon
Kasasi/Tergugat adalah Penemu/Pemilik Ide Asli dari Penamaan dan Pemakai

Pertama atas Penamaan "CV.DJ.MUSIC" berdasarkan Akta Nomor

Pendirian Perseroan Komanditer pada tanggal 21 Nopember 2005, (

emberikan ijin kepada Penggugat untuk

#) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Penggugat telah
beritikad tidak baik, sehingga seharusnya merek "DJ.MUSIC" milik
Penggugat tersebut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, sesuai
Pasal 71 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. (Yurisprudensi MARI
Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009) ;
Bahwa, Permohonan merek "DJ.MUSIC" yang diajukan oleh Penggugat
selain terbukti meniru dan menjiplak dari penamaan "CV. DJ.MUSIC" yang

>

dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ide orisinalnya,
Termohon Kasasi/Penggugat juga mengajukan Permohonan Pendaftaran

Merek yang "sama" dengan Penemuan Tergugat atas Penamaan "CV.DJ

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012
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MUSIC" yang didirikan oleh Tergugat tanpa ijin atau tanpa persetujuan

tertulis dari Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Penemu dan Pemakai
Pertama penamaan "CV.DJ.MUSIC" Oleh sebab itu merek "DJ.MUSIC"
daftar Nomor IDM 000298746 milik Termohon kasasi/Penggugat haruslah Q
dibatalkan, karena telah jelas terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) hur
Undang Undang Rl Nomor 15 Tahun 2001 ;

2. Bahwa, hal tersebut di atas telah didalilkan dan dikemukakan ole

telah mengesampingkan Duplik dan sama sekali tidey
Duplik yang telah dibuat dan diajukan oleh Pemohon
tanggal 3 Juli 2012 ;

elanggar asas audi et alteram partem yang
(1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004

pagan Putusan Judex Facti, sehingga sangat ternyata Judex facti
telah membeda-bedakan Pihak dan melakukan keberpihakan sebagaimana
pada halaman 22 Putusannya Judex Facti hanya mempertimbangkan Replik
Penggugat, sedangkan Duplik Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali
diabaikan dan tidak dipertimbangkan sehingga sangatlah nyata telah terjadi
keberpihakan dalam pertimbangan Judex Facti ;
Bahwa, putusan a quo yang diputuskan dengan pertimbangan hukum yang

>

tidak berdasarkan Keadilan dan mengandung keberpihakan adalah
merupakan Putusan yang cacat hukum, dan karenanya harus dibatalkan ;

Oleh Karena itu Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012
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Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karenanya Putusan Judex
Facti dalam Perkara Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., haruslah
dibatalkan karena ternyata Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- Q

undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan dibatal

Myata melakukan kekhilafan dan melanggar

kegutlukan hukum karena telah ~mengabaikan

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian jelas merupakan suatu

elalaian dalam Hukum Acara yang konsekwensi hukumnya adalah batalnya

putusan perkara Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15

Agustus 2012, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 03 tahun 1974 butir

(3) yang bunyinya sebagai berikut :

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan atau bahkan
>

apabila alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dimengerti ataupun
bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dipandang sebagai

Kelalaian hukum Acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya
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Putusan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi" ;

3. Bahwa, dalam pertimbangannya halaman 37, Judex Facti didalam
mempertimbangkan butir 4 Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan
bahwa merek "PRO DJ.MUSIK" dan merek "PRO DJ" yang dipergunakan

oleh Tergugat sebagai nama toko mempunyai persamaan pada pok

dengan merek "DJ.MUSIC" milik Penggugat ;
Bahwa, Apabila Judex Facti melaksanakan pertimbangannya befdgsarkan

rasa keadilan maka tentunya sebelum menyatakan ada atau\ tijaknya

adalah siapa sebenarnya yang paling berhak untuk
"DJ.MUSIC" tersebut. Bahwa, Judex Facti telah salah N
karena Judex Facti semata-mata Hanya memperti

pendaftar pertama (first to file) dan Judrx Facti telah meNg

substantif pendaftaran merek, sebagaimgnaxdiatur pada Pasa

Undang RI Nomor 15 tahun 2001, yang mknyatakan bahwa, Merek tidak

Bahwa, oleh karena itu Pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya
ama sekali tidak mempertimbangkan bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi
adalah Pemakai Pertama dan pemilik hak atas penamaan "CV.DJ.MUSIC"
yang didirikan oleh Tergugat sejak tahun 2005, adalah jelas merupakan
pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga Putusan a quo
haruslah dibatalkan ;
4. Bahwa, pada halaman 38 Pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan
gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalarn Pasal 76 ayat (1) Undang
b Undang Nomor 15 Tahun 2001 : "Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan
7
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gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang

atau jasa yang sejenis" ;
Bahwa, pada halaman 39 Pertimbangannya Judex Facti mengetahui bahwa,

Permohonan Pendaftaran merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi a

perbuatan orang” ;
Pasal 1353 KUH Perdata :

gAintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI
tuk menjamin Tergugat selaku Pemohon Pendaftaran

sah, sampai adanya ketetapan tentang keputusan dari

(6), (7) Undang Undang Rl Nomor 15 Tahun 2001) ;
Bahwa, Unsur tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat
1) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, tidaklah terpenuhi bagi
Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang Sah dan
berdasarkan undang-undang (jadi bukan tanpa hak), sampai dengan adanya
keputusan final dari Direktur Merek yaitu mengenai ditolak atau dikabulkannya
N

permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi
oleh Direktorat Jenderal HAKI cq. Direktur Merek, sebagaimana diatur dalam
Pasal 20 ayat (7) Undang-undang No,15 tahun 2001 ;
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Bahwa, dalil tersebut di atas juga telah dikemukakan oleh Tergugat didalam

Dupliknya yang sama sekali tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh

Judex Facti ;

5. Bahwa, Oleh karena itu permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Q
Tergugat/Pemohon kasasi adalah sah dan sesuai dengan Undang Un
RI Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa, Amar Putusan Judex Facti pada butir ke 3, yang Menyata

bertentangan dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang
perlaku haruslah dibatalkan ;

Bahwa, seharusnya dan semestinya Judex Facti menjalankan Prinsip Asas
Kehati-hatian dan Tertib penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan
pertimbangan dan Putusannya untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang
tindih terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang telah dilakukan secara
sah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga terhadap Merek "PRO
DJ.MUSIK" seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa, Permohonan

b Peodaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat adalah sah sampai adanya
b
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Keputusan yang bersifat final dari Direktorat Jenderal HaKl cq. Direktur Merek ;

Bahwa, memang benar bahwa, berdasarkan Pasal 76 Undang Undang RI
Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat dapat mengajukan gugatan, namun
berdasarkan asas kepastian hukum dan rasa keadilan bahwa Terhadap

Permohonan Pendaftaran yang sah dan sedang dalam proses pemeri

cqg. Direktur Merek yang jelas-jelas merupakan kewenangan Dirjen HaKI dalam
hal ini adalah Direktur Merek berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Undang Undang RI

Nomor 15 Tahun 2001, daripada Memutuskan kebenaran tentang Keabsahan

'DJ.MUSIC" milik Penggugat dengan "PRO DJ.MUSIK" dan "PRO DJ" milik

\ ergugat, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak :

Bahwa, Judex Facti telah ternyata lebih berkepentingan untuk mengedepankan

dan memprioritaskan untuk Memutuskan "terdapatnya persamaan™ antara merek

DJ.MUSIC milik Penggugat dengan merek "PRO DJ. MUSIK "milik Tergugat

yang sedang dalam proses pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal HaKI
>
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Permohonan Pendaftaran Merek "PRO.DJ.MUSIK" yang telah didaftarkan

secara sah dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa, disinilah kekhilafan Judex Facti yang disengaja karena kepentingan
sehingga mengesampingkan kebenaran dan membelokkan hukum, karena Q

secara logika hukum seharusnya Judex Facti memberikan keputusan

"PRO DJ.MUSIK" jika didalam hasil Pemeriksaan

diputuskan adanya persamaan pada pokoknya dengan

Persamaan” antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat
yang seharusnya merupakan kewenangan dari Dirjen HaKl cq. Direktur

Merek sesuai dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001?

tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor Agenda J002010003730, berarti Judex Facti

ebenarnya sangat mengetahui dan memahami bahwa, Permohonan

Pendaftaran Merek "PRO DJ. MUSIK" milik Tergugat sedang dalam tahap

pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal HaKl. Tapi Mengapa Judex

Facti seolah-olah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk "segera"

melakukan penilaian dan memutuskan tentang "ada atau tidaknya
>
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dan Mengapa Judex Facti justru mengesampingkan Petitum Tergugat yang

jelas merupakan suatu kebenaran hukum ?, dimana Tergugat/Pemohon
Kasasi telah mengajukan Permohonan Merek "PRO DJ.MUSIK" Agenda
Nomor J002010003739 secara sah dan memenuhi syarat sahnya

Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun

Bahwa, sangatlah jelas Penggugat sebagai Pemohon Pendaftaran merek
yang sah dan memenuhi syarat sesuai Undang Undang Rl Nomor 15 Tahun

2001, dan berdasarkan perikatan dan perbuatan sah yang timbul karena

Proses Pemeriksaan di Dirjen HaKl, namun Penggugat tetap mengajukan
gugatan a quo serta melakukan perbuatan hukum lainnya berupa
Pengaduan Pidana ke Kepolisian yang dilakukan oleh Ir.Susianto (Persero
Pasif CV.DJ MUSIC) pada tanggal 8 Maret 2012 yang mengakibatkan
adanya penyitaan yang melawan hukum terhadap Papan nama Toko merek
"PRO DJ.MUSIK" dan "PRO DJ" milik Tergugat ;

>
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undang-undang sesuai Pasal 1352 KUH Perdata Jo Pasal 1353 KUH
Perdata, maka Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki hak sebagai Pemohon

yang sah yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun sampai dengan
adanya keputusan final dari Dirjen HaKl atas permohonan pendaftaran

tersebut. (adalah jelas merupakan kewenangan Dirjen HaKI

memutuskannya, Barulah setelah adanya keputusan Dirjen HaKIl y

yang bersifat final terhadag

drhadap Tergugat yang telah mengakibatkan
immaterial bagi Tergugat, sehingga Tergugat

ompensasi terhadap perbuatan Penggugat

Perbuatan : Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan

hukum yang melanggar Hak Tergugat sebagai Pemohon Pendaftaran

Merek yang sah dan berdasarkan Undang-undang ;

. Adanya Kesalahan : Bahwa, Penggugat telah dengan sengaja

mengabaikan Hak Tergugat selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang

sah dan berdasarkan Undang-undang, dimana Permohonan Tergugat

masih belum final ;

c. Adanya hubungan kausalitas antara Kesalahan Perbuatan Hukum yang
dilakukan oleh Penggugat dengan Kerugian yang ditimbulkan sebagai

akibat perbuatan hukum prematur yang dilakukan oleh Tergugat
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sehingga mengakibatkan penyitaan yang melanggar hukum terhadap

Papan nama " PRO DJ.MUSIK" milik Tergugat selaku Pemohon merek

"PRO DJ.MUSIK " yang sah ;
Bahwa, kerugian nyata materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan/

Pengaduan Penggugat yang mengakibatkan dilakukannya Penyitaan

delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) ;

Bahwa, Tindakan menurunkan Papan Nama Toko

Replik dari Penggugat serta Pertimbangan Judex Facti yang telah melakukan
eberpihakan kepada Penggugat dengan mempertimbangkan ada atau
iIdaknya persamaan Merek Tergugat dengan merek Penggugat tanpa terlebih
dahulu memeriksa hakikat utama dari kepemilikan Merek melalui kronologis
siapa sebenarnya pemakai pertama dan penemu penamaan Merek
"CV.DJ.MUSIC" tersebut, sehingga Pendaftar Merek yang tidak beritikad baik
haruslah dibatalkan berdasarkan Undang Undang Rl Nomor 15 Tahun 2001 ;

12.Bahwa, Judex Facti telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan bahwa
b Tergugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" yang sah
7
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dengan Agenda Nomor J002010003730 tanggal 1 Pebruari 2012 yang telah
berdasarkan Undang-undang dan masih dalam proses pemeriksaan
substantif serta belum memperoleh keputusan yang bersifat final dari Dirjen Q

HaKI sesuai Pasal 20 ayat (7) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001,

bahwa, Tergugat selaku orang yang melakukan perbuatan sah berdas

Pemerintah cq. Dirjen HaKIl cq. Direktur Merek ;
Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Il :

a. gugatan ganti rugi, dan/atau ;

. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek tersebut ;

. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, pihak yang terbukti

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan

merek terdaftar milik pihak lain, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi ;

4. Dengan kata lain ganti rugi harus diberikan kepada pihak yang dirugikan,

akibat dari penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek
b terdaftar miliknya secara tanpa hak ;
b
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5. Dalam hal ini hubungan antara tuntutan ganti rugi dengan penggunaan secara

tanpa hak merek yang mempunyai persamaan dengan merek pihak lain yang
telah terdaftar, merupakan hubungan sebab akibat (tidak berdiri sendiri) ;
6. Oleh karena itu jika dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah dapat

membuktikan adanya penggunaan secara tanpa hak merek PRO DJ M

dan merek PRO DJ milik Termohon Kasasi, yang mempunyai pe aan

dengan merek terdaftar DJ-MUSIC milik Pemohon Kasasi, maka hal tersebut

juga merupakan bukti yang kuat untuk menghukum Termohon Kasaki agar

membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi ;

embuktikan kerugian yang ditimbulkan oleh

t membuktikan Judex Facti telah salah dalam

idak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

<
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Mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi I/Tergugat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex
Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam memutus perkara ini
yaitu bahwa merk Tergugat/ Pemohon Kasasi | ada persamaan pada pokoknya

(in sound and appearance) dan walaupun Tergugat/Pemohon Kas

mendalilkan bahwa mereknya sudah digunakan lebih dahulu yaitu pal hun
2005, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi Il/Termohon Kasasi |
tahun 2009 namun Tergugat/Pemohon Kasasi | tidak mendaftarkqn\merek
tersebut ;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penildy
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ¥
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, ka

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan de QN penerapan

Bahwa alRsy{s

Facti/Rengadilan

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

<
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dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi | : LIONG CANDRA SUYANTO dan Pemohon Kasasi Il CV.

DJ. MUSIC tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi | ditolak, dan berada dipihak yang kalah, maka Pemohon Ka

dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 T
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diub3h §engan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang\Jn
Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan laiN
MENGADILI:
Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi

SUYANTO dan Pemohon Kasasi Il CV. DJ

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Valerine J. L. Krifkoff,SH.,MA.,

Panitera Pengganti,
ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH
Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp 4.989.000,00
Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

<
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